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ABSTRAK 
 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan retribusi 
pelayanan persampahan/ kebersihan merupakan salah satu bentuk dari Perda yang 
dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk menjalankan Perda ini maka 
diperlukannya aparat penegak hukum yaitu Satpol PP. Seiring dengan 
ditetapkannya Perda ini masih banyak terjadi pelanggaran baik dilakukan oleh 
warga masyarakat maupun badan hukum. Hal ini seharusnya diberikan sanksi 
sesuai dengan ketentuan di dalam Perda. Akan tetapi kenyataannya pelanggaran 
tersebut hanya dikenakan denda yang pengaturannya ada di dalam ketentuan 
peraturan daerah yang bukan secara khusus mengatur mengenai persampahan.  
Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini 
adalah: 1) Bagaimanakah penegakan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi. 2) Apakah permasalahan yang 
ditemui dan solusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Bukittinggi. Untuk 
memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode 
penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang 
penulis lakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, dan Dinas 
Satpol PP Bukittinggi dapat diketahui bahwa 1) Penegakan dari Perda Nomor 5 
Tahun 2014 didasakan pada pelanggaran pada Pasal 20 dan akan dikenakan 
ketentuan yang ada di dalam Pasal 59 ayat (1) dengan menggunakan acara 
pemeriksaan cepat karena tergolong ke dalam tindak pidana ringan. Namun 
karena ancaman pidana yang terlalu berat, maka penegakan Perda Nomor 5 Tahun 
2014 merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 dengan sanksi pidana yang 
tergolong tidak berat dan dikenakan sanksi administratif saja bagi pelanggar. 
Pelaksanaan patroli sebagai bentuk penegakan perda ini juga dilakukan oleh 
Satpol PP didampingi dengan DLH. Tercatat telah terjadi sebanyak 60 kasus 
pelanggaran dari tahun 2017 hingga awal 2020. 2) Permasalahan yang ditemui 
Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 adalah kurangnya 
partisipasi masyarakat, koordinasi Satpol PP bersama DLH serta adanya substansi 
yang tidak dimasukkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014. Untuk 
menanggulangi permasalahan tersebut, Satpol PP dan DLH berupaya melakukan 
sosialisasi dan untuk penerapan sanksi pidana digunakan Perda lain yang dibuat 
oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. 
 
